
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah maka terdapat Perubahan Perangkat Daerah
sebagai penanggungjawab pelaksanaan program
sesuai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2016-2021 perlu§ untuk
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkan
Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun
2016-2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

~

~



10.

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

5.

Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 1);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 2);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-
2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 2 Tahun 2016 tentang MRencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
Nomor 11);

re

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
15);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun
2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Tidung Nomor 15);on

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daearah Kabupaten Tana
Tidung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun
2016 Nomor 4).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan
BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA
TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN
2016-2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 2, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6,angka 7 diubah dan diantara angka
9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a sehingga Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.

co

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin. pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Tana Tidung.

3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah
perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah.

6. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda dan Litbang.



7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua
puluh) tahun.

8.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

9.

9a.Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(1)

penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran
sampai dengan akhir periode perencanaan Perangkat Daerah yang
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 - 2021.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan;
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan dan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.rn

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Tana
Tidung terdiri atas:
BABI PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB V_ VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM



PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH
BAB VIITKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX PENUTUP

(2) Rincian RPJUMD Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud ayat
(1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengungdangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tidung Pale
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATIZANA TIDUNGIY

H. UNDUNSYAH

,9.SOS

Diun gkan di Tideng Pale
padetakggal 23 Oktober 2019

Plhi/S&KIRETARIS DAERAH

ENG HARYON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 8
NOMOR REGISTYR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG:‘T
(27/7/2019)


